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ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH BADAN
MENGACU PADA UNDANG UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT A)

ABSTRAK
Ni Kadek Ayu Armini

PT A merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang restaurants dan
retail, tanggungan pajak PT A yang cukup besar menjadi salah satu hal yang dapat
meningkatkan jumlah PPh Badan. Hal ini dikarenakan PT A menggunakan metode
net dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Penggunaan metode ini merugikan
perusahaan karena PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemberi kerja merupakan beban
non deductible yang tidak diakui secara fiskal dan mengakibatkan tidak efisiensinya
PPh Badan Perusahaan maka perusahaan memerlukan alternatif lain dalam
perhitungan PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan PPh Badan. Metode gross up
dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan salah satu alternatif tax planning yang
dapat digunakan perusahaan. Pada metode ini perusahaan masih membayarkan PPh
Pasal 21 atas karyawan namun diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Penelitian
ini bertujuan untuk mereview kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan
pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang
harmonisasi peraturan perpajakan serta pengaruhnya terhadap efisiensi PPh Badan.
Objek penelitian ini merupakan laporan laba rugi dan daftar gaji karyawan PT A,
Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif
kuantitatif yang dibantu dengan excel. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan metode gross — up dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat
memberikan penghematan jumlah kewajiban perpajakan dibandingkan dengan
menggunakan metode net. Dikarenakan beban PPh Pasal 21 karyawan dapat
dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal schingga terjadi
penurunan laba sebelum pajak yang sekaligus berpengaruh terhadap beban PPh
Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan. PPh Badan sebelum
perencanaan pajak sebesar Rp82.603.620 menjadi Rp80.858.646 sehingga
penerapan metode ini dalam perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan penghematan
pajak sebesar Rp1.744.974.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Metode Gross Up, PPh Pasal 21, PPh Badan
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PLANNING ANALYSIS OF PPH 21 TAX ON THE RATE OF
CORPORATE INCOME REFERRING TO THE HARMONIZATION OF
TAX REGULATIONS (CASE STUDY PT A)

ABSTRACT
Ni Kadek Ayu Armini

PT A is a company engaged in restaurants and retail, PT A's large tax liability is
one of the things that can increase the amount of corporate income tax. This is
because PT A uses the net method in calculating Article 21 Income Tax. The use of
this method is detrimental to the company because Article 21 Income Tax paid by
employers is a non-deductible expense that is not recognized fiscally and results in
inefficiency of Corporate Corporate Income Tax, so companies need other
alternatives in calculating Article 21 Income Tax to make Corporate Income Tax
efficient. The gross up method in calculating PPh Ariicle 21 is an alternative tax
planning that companies can use. In this method, the company still pays Income
Tax Article 21 for employees but is provided in the form of tax benefits. This study
aims to review tax obligations after implementing tax planning with the PPh Article
21 deduction method referring to the law on harmonization of tax regulations and
its effect on the efficiency of corporate income tax. The object of this research is the
income statement and payroll of PT A employees. The data processing method used
is quantitative descriptive analysis method assisted by excel. The results of the study
show that the application of the gross-up method in calculating PPh Article 21 can
provide savings in the amount of tax obligations compared to using the net method.

Because the Article 21 employee income tax expense can be used as a deduction in

the fiscal profit and loss report resulting in a decrease in profit before tax which

also affects the company's corporate income tax burden which also decreases.

Corporate Income Tax before tax planning of IDR 82,603,620 to IDR 80,858,646

so that the application of this method in calculating PPh Article 21 results in tax
savings of IDR 1,744,974.

Keywords: Tax Planning, Gross Up Method, Income Tax Article 21, Corporate
Income Tax
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pembangunan merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu negara. Dikarenakan pembangunan yang digunakan untuk upaya
peningkatan, pengembangan maupun pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang mana hasilnya digunakan untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, negara
tentu memerlukan sumber dana yang digunakan sebagai pendapatan untuk
negara, agar roda pemerintahan tetap berputar. (Silalahi et al., 2018)

Salah satu pendapatan utama bagi Indonesia adalah pajak. Pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk Kkeperluan
negara. Peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-
akhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan yang dimana terdapat 6 kelompok pengaturan dengan
rincian perubahan regulasi yaitu Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
(KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program
Pengungkapan Sukarcla (PPS), Pajak Karbon dan Cukai. Penyesuaian
perencanaan pajak dengan peraturan terbaru memang perlu diakukan agar
perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa ada suatu kendala

yang harus dihadapi.
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Perubahan yang terdapat dalam undang-undang harmonisasi peraturan
perpajakan ini salah satunya mengenai perubahan tarif PPh badan yang mana
sebelumnya 20% telah diatur pada undang-undang pajak penghasilan Kini
meningkat menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022,
Kemudian pada peraturan ini, tarif PPh wajib pajak orang pribadi juga
mengalami perubahan, pemerintah telah menambahkan tarif baru sebesar 35%
bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari
Rp5.000.000.000,00 per tahun. Hal tersebut mengakibatkan penambahan
lapisan dari peraturan yang sebelumnya yaitu 4 lapis dengan tarif tertinggi yaitu
30% kini menjadi 5 lapis dengan tanif tertinggi yaitu 35%. Dan juga terdapat
perubahan mengenai natura yang dimana sebelumnya perusahaan yang
mengeluarkan biaya dalam bentuk natura juga tidak dapat menjadi biaya
pengurang penghasilan bruto atau nondeductible expense berubah menjadi
perusahaan yang mengeluarkan biaya dalam bentuk natura dapat menjadi biaya
pengurang penghasilan bruto atau deductible expense. Perubahan tarif pada
pajak penghasilan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pajak penghasilan
yang lebih adil dan berpihak kepada wajib pajak yang berpenghasilan kecil.
Pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar diperuntukkan bagi wajib pajak
yang masuk ke dalam golongan wajib pajak.

Namun jika ditinjau dari segi ekonomis pajak merupakan beban yang
dapat mengurangi laba pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam
meminimalkan besarnya kewajiban pajak yang di tanggungnya, maka

perusahan dapat menempuh fungsi perencanaan untuk meningkatkan laba di
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perusahaan, dengan cara melakukan penghematan pajak secara lawfu! dan
sensible. Perencanaan pajak merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh
wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna meminimalkan beban
pajak yang harus dibayarkan dalam upaya untuk meringankan beban
perusahaan. Perencaaan pajak dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui
pemberlakuan atas penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan
tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan
pajak penghasilan pasal 21, bagi golongan penerima penghasilan tersebut
berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto
atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Terdapat 3 metode yang berkaitan dengan
penggunaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam
menjalankan perencanaan pajak yang meliputi Metode Ner, Metode Gross dan
Metode Gross-Up. Beberapa metode tersebut dapat dipilih salah satu oleh
wajib pajak dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan
beban pajak secara legal serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku. (Depan et al., 2022)

Setiap wajib pajak yang akan melaksanakan perencanaan pajak harus
mengetahui dan mengikuti setiap perkembangan dari peraturan perpajakan
agar perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
Dinamisnya peraturan perpajakan yang sering terjadi perubahan seiring
perkembangan zaman menjadikan setiap wajib pajak dituntut untuk selalu
update akan perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan peraturan

terbaru.
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PT A merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang
restaurants dan retail yang berlokasi di pulau Bali yang tepatnya di kabupaten
Badung. Tanggungan pajak PT A yang cukup besar menjadi salah satu hal yang
dapat meningkatkan jumlah PPh Badan. Hal ini dikarenakan PT A
menggunakan metode net dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, yang
dimana PT A memiliki 10 karyawan dan terdapat 2 karyawan yang
mendapatkan tanggungan PPh Pasal 21 di atas PTKP , schingga dapat
berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan apabila tidak di
gross-up. Maka dari itu diperlukan suatu perencanaan pajak agar kewajiban
perpajakan dapat diminimalkan dengan tetap berada pada bingkai peraturan
perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai perencanaan
pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi perpajakan dalam
meminimalkan beban PPh Badan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk
menyajikan penelitian ini ke dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Analisis
Perencanaan Pajak Pph 21 Atas Tarif Pph Badan Mengacu Pada Undang
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada PT A”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu dapat diperoleh
sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah dampak perencanaan pajak PPh
21 atas tarif PPh Badan mengacu terhadap undang-undang harmonisasi

peraturan perpajakan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah uraian tujuan yang dilakukan
peneliti pada objek penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian ini erat kaitannya
dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dan jawabannya terletak pada
kesimpulan penelitian. Jika suatu permasalahan dalam suatu penelitian sudah
terjawab, maka dapat dikatakan tujuan penelitian tersebut sudah tercapai dan
dalam menentukan tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah
yang telah ditetapkan. Maka dari itu, sesuai dengan perumusan masalah yang
telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian 1n1 yaitu
untuk menganalisis kewajiban pajak setelah diterapkan perencanaan pajak
dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap tarif PPh Badan mengacu

pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.4 Manfaat penelitian
1.4.1 Bagi Mahasiswa
Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu
mengaplikasikan materi-materi yang telah diperoleh di bangku
perkuliahan pada pekerjaan yang ada di perusahaan yang sebenarnya.
Penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh
gelar Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Bali.

Penclitian ini juga menjadikan manfaat bagi penulis dalam
merumuskan, menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang

terdapat di dalam suatu perusahaan dengan menggunakan metode
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keilmuan yang mana sebelumnya telah didapatkan selama
perkuliahan. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dapat
memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban
perpajakan terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada
undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan

1.4.2 Bagi Politeknik Neger Bali

Sebagai instansi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi Politeknik Negeri
Bali agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan
dalam serta menambah informasi terkait adanya UU HPP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk
memperluas wawasan bagi peneliti sclanjutnya bagi mahasiswa
jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali mengenai kewajiban pajak
terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada undang-
undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga
digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi bagi perusahaan
dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan dimasa yang akan

datang sehubungan dengan perencanaan pajak.

Selain sebagai bahan masukan dan evaluasi, penelitian ini juga
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam

memutuskan untuk melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan
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undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah
diterapkan dewasa ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan informasi serta kontribusi bagi perusahaan agar dapat
mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam melaksanakan

perencanaan pajak.
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BABV
PENUTUP
5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kewajiban
perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh
Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, maka
dapat diperoleh kesimpulan yaitu perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh
Pasal 21 atas karyawan tetap menggunakan metode ner schingga scluruh
kewajiban pajak pegawai ditanggung oleh perusahaan. Perencanaan pajak dengan
metode pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
No. 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1) dan telah sesuai dengan Peraturan
Dircktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan, terdapat perbedaan beban PPh Badan sebelum dan sesudah
diterapkannya perencanaan pajak. Penggunaan metode net dalam melakukan
perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan jumlah PPh Badan yang ditanggung
perusahaan menjadi lebih besar karena beban PPh Pasal 21 tidak dapat dibiayakan
atau tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal.
Penerapan metode gross — up dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat
memberikan penghematan jumlah kewajiban perpajakan dibandingkan dengan
menggunakan metode ner. Hal ini dikarenakan beban PPh Pasal 21 karyawan
dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga terjadi
penurunan laba sebelum pajak yang sekaligus berpengaruh terhadap beban PPh

Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan. PPh Badan sebelum
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perencanaan pajak sebesar Rp82.603.620 menjadi Rp80.858.646 sehingga
penerapan metode ini dalam perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan
penghematan pajak sebesar Rpl1.744.974. Metode gross — up menyebabkan
penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp634.326 namun penurunan ini
lebih kecil dari pada penghematan yang diakibatkan dengan metode gross — up.
5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam melakukan penghematan
pajak adalah perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan
sesuai dengan ketentuan perpajakan, mengingat jumlah kewajiban perpajakan
yang ditanggung perusahaan yang cukup besar. Dan dalam melakukan
perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, hendaknya PT A mengubah kebijakan
perusahaan dari menggunakan metode ner menjadi metode gross — up Karena
apabila perusahaan menggunakan metode ini dalam melakukan perhitungan PPh
Pasal 21, maka perusahaan memperoleh penghematan PPh Badan sebesar
Rpl1.744.974 yang mana dalam hal ini perusahaan tidak dirugikan dari segi fiskal
karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai
koreksi fiskal positif. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan
kena pajak perusahaan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai
pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga sekaligus terjadi penurunan

pada PPh Badan perusahaan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

51

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. F. F. (2022). Penerapan Tax Planning Pada PT.
Abc

Angraini, A., & Retnani, E. D. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pph Badan
Untuk Mengefisiensikan Pembayaran Pph Badan. Jurnal Ilmu Dan Riset
Akuntansi (Jira), 12(2).

Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. 1. S. (2022). Analisis
Penerapanperencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi
Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada Pdam Tirta Mangutama
Kabupaten Badung. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 3(1), 17-19.

Depan, H. S., Gede, 1. D., Pranata, W, Studi, P., Iii, D., Akuntansi, J., & Bali, P. N.
(2022). Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang
Harmonisasi Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang
Harmonisasi.

Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21
Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. Journal Of Social Sciences
And Technology For Community Service (Jsstcs), 3(2), 293-296.

Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan
Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak
Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z). Jurnal Perpajakan (Jejak), 8(1), 1-
8.

Qodri, A., Murti, G. T., Maqgolani, P. A., & Yohanes, V. G. (2023). Pajak Penghasilan
Umum: Pentingkah Melaporkan Pajak. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk),
J(1), 1981-1986.

Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal
21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana, 5(2013), 231-250.

Si, A. A. B., Darmayasa, 1. N., & Purwanta, 1. W. (2020). Tax Planning For Income
Tax Article 21 To Maximize Deductible Expenses On Pt Abc. Journal Of Applied
Sciences In Accounting, Finance, And Tax, 3(1), 67-74.

Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan,
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt.
Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. Jurnal Tekun, 8(1), 97-107.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Kementerian Sekretariat Negara, 1-11.

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya
Penghematan Pph Badan Pada Pt. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap.
Tangible Journal, 78-95.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

